LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR : 36 TAHUN 2016
TANGGAL : 30 Desember 2016

FORMAT YANG DISUSUN DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM

DESA TERDIRI DARI :

A. Format Keputusan Kepala Desa Tentang Tim Penyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa

KEPALA DESA ..............
KABUPATEN BARRU
KEPUTUSAN KEPALA DESA ......ccccovivininn..
NOMOR : ...
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA TAHUN ......c.cooiviiiiiiinn...

KEPALA DESA,

Menimbang : a.bahwa  untuk kelancaran dan  ketertiban
pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan
| DICEY- Tahun .................. , perlu
membentuk Tim,;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Desa ............. tentang
Pembentukan Tim Penyusun Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1822);



. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,



10.

11.

12.

13.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun

2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2093);

14. Peraturan Menteri Dalam  Negeri Republik

Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang

Pedoman pembangunan desa;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8

Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran
Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru

Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DESA.......... TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Jangka Menengah Desa Tahun ................ dengan
susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan penyelarasan arah kebijakan
pembangunan daerah;

2. melakukan pengkajian keadaan Desa;

3. menyusun rancangan Rencana Pembangunan
Jangka desa;

4. menyempurnakan rencana Rencana
Pembangunan Jangka desa disesuaikan dengan
hasil musrenbang desa; dan

5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada

kepala desa.



KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan pada  Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
Ditetapkan di .................
pada tanggal ......................
KEPALA DESA......ccccceeeenen.

Tembusan : disampaikan kepada Yth,
1. Camat ......... ;

2. Ketua BPD ........... ;
3. Pertinggal.-



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA..............

NOMOR
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN ..................

JABATAN
NO NAMA JABATAN DALAM TIM
1. Kepala Desa Pembina
2. Sekretaris Desa Ketua
3. Ketua LKMD Sekretaris
4. Perangkat Desa Anggota
Lembaga
Kemasyarakatan
5. Desa Anggota
6. KPMD Anggota
.0 Anggota
dst




F. Format Contoh Sketsa Desa



G. Format Contoh Kalender Musim



H. Format Contoh Bagan Kelembagaan



